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A. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang—
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

dan



6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

7. PKPU nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

. Dalam rangka pelaksanaan tahapan Pencalonan pada penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah serentak tahun 2020, Bersama surat ini agar KPU Kabupaten Padang
Pariaman memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

a. Pasal 179

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan

dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan

maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah
atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga
puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling
sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuhpuluh dua juta rupiah)”
b. Pasal 180

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil
Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)
bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2. Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan
calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan
puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam
juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta
rupiah)



c. Pasal 181

“Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah
tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain
menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan
denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling
banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Padang

Pariaman menghimbau kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman agar memperhatikah

hal-hal sebagi berikut :

1. Memastikan pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tepat
waktu dan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengumuman;

2. Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai
dengan prosedur,;

3. Ketersediaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen

persyaratan calon;

4. Waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

5. Pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kebenaran persyaratan

pendaftaran pasangan calon sesuai dengan prosedur,

6. Petugas pendaftaran pasangan calon bersikap netral dan tidak berpihak;
7. Petugas memberikan tanda terima berkas pendaftaran;
8. KPU Kabupaten Padang Pariaman menindaklanjuti masukan dan tanggapan

masyarakat atas pasangan calon; dan

9. Melaksanakan putusan sengketa Pemilihan dan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;
Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami

ucapkan terimakasih.
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Tembusan;

1
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